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ABSTRAK 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESEPAKATAN YANG DIBUAT 
SECARA LISAN  (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

BENGKULU NO.42/PDT.G/2024/PN BGL) 
 

Oleh: 
Muhammad Mabbil Arafah 

 
 

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama dari lahirnya hubungan hukum 
dalam hukum perdata. Tidak semua perjanjian dilakukan secara tertulis; sebagian 
besar justru lahir dari kesepakatan lisan yang dibentuk atas dasar kepercayaan dan 
kemauan bebas para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, kesepakatan lisan 
tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian ini mengkaji Putusan 
Pengadilan Negeri Bengkulu No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, yang 
mempermasalahkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat terkait jual 
beli CV. FITZA MANDIRI. Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar 
Rp500.000.000 sebagai bentuk pelaksanaan awal perjanjian, namun Tergugat 
kemudian menjual objek usaha kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan hukum dan 
kekuatan pembuktian kesepakatan lisan menurut KUH Perdata; dan (2) bagaimana 
analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam kesepakatan tersebut serta 
bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum 
doktrinal, yang didasarkan pada studi literatur dan analisis putusan pengadilan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan lisan tersebut sah dan mengikat 
secara hukum, serta tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. 
Namun karena kesalahan formil dalam penyusunan gugatan, yaitu tidak 
melibatkan pihak ketiga, gugatan tidak diterima oleh pengadilan. Hal ini 
menunjukkan pentingnya ketelitian dalam prosedur hukum agar perlindungan 
terhadap pihak yang beritikad baik dapat tercapai.. 

 
Kata Kunci : Kesepakatan Lisan, Wanprestasi, Asas Konsensualisme, 
Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 
 

JURIDICAL ANALYSIS OF AGREEMENTS MADE ORALLY (CASE STUDY 
OF THE BENGKULU DISTRICT COURT DECISION NO. 

42/PDT.G/2024/PN BGL) 
 

By: 
Muhammad Mabbil Arafah 

 
Agreements are one of the primary sources of legal relationships in civil law. Not 
all agreements are made in written form; many arise from verbal agreements 
based on mutual trust and the free will of the parties involved. Under Indonesian 
civil law, verbal agreements are valid and legally binding as long as they fulfill 
the essential elements of a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Civil 
Code. This study examines the Decision of the Bengkulu District Court No. 
42/Pdt.G/2024/PN Bgl, which involves a verbal agreement between the Plaintiff 
and the Defendant regarding the sale and purchase of a company named CV. 
FITZA MANDIRI. The Plaintiff had paid a down payment of IDR 500,000,000 as 
part of the initial performance of the agreement, but the Defendant unilaterally 
sold the business to a third party without the Plaintiff's consent. The research 
problems addressed are: (1) how is the legal validity and evidentiary strength of 
verbal agreements under the Civil Code; and (2) how is the legal analysis of 
breach of contract (wanprestasi) in the verbal agreement, and what legal 
protection is available for the aggrieved party. This research uses a normative 
approach with doctrinal legal research, based on literature review and judicial 
decision analysis. The results show that the verbal agreement was legally valid 
and binding, and the Defendant's actions can be qualified as a breach of contract. 
However, due to a formal defect in the lawsuit—namely, the failure to include the 
third party—the claim was not accepted by the court. This highlights the 
importance of procedural accuracy to ensure effective legal protection for parties 
acting in good faith. 
Keywords: Verbal Agreement, Breach of Contract,Consensualism Principle, Legal 
Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian atau kesepakatan menjadi hal yang tidak terelakkan dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hampir seluruh aspek interaksi 

sosial maupun ekonomi masyarakat melibatkan suatu bentuk perikatan antara 

dua pihak atau lebih. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai 

perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 yang menyatakan bahwa "suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"1. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum memberikan kedudukan penting terhadap adanya 

perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan, selama 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata2. 

Perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, 

berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan 

biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta 

menggunakan judul perjanjian. Oleh sebab itu didalam perjanjian tertulis 

sangat mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang 

melakukan wanprestasi karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta 

 
1 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, 
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23. 
2 Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 
72. 



2 
 

 

otentik dan akta dibawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah 

bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang 

dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa 

telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, 

mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah 

tangan3. 

Perjanjian lisan dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat pembuatan 

kontrak. Syarat pembuatan kontrak telah diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa, perjanjian dianggap sah dan mengikat 

para pihak jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : 1. Sepakatnya kedua belah 

pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian. 2. Kecakapan untuk membuat 

suatu perjanjian 3. Terdapat suatu hal tertentu di dalam kontrak. 4.Terdapat 

suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar hukum yang berlaku4.  

Kesepakatan merupakan unsur fundamental dalam suatu perjanjian. 

Tanpa adanya kesepakatan yang sah, tidak mungkin sebuah perjanjian 

dianggap mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, 

banyak terjadi perjanjian-perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa 

adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit menguraikan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Meski Pasal 1320 KUHPerdata tidak 

mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian, namun perjanjian 

 
3 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan- Ketentuan 
Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, (Denpasar Bali : Udayana University Press, 
2010). hlm. 100. 
4 Adonara, Firman Floranta, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), 
hlm.23. 
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lisan rentan menimbulkan sengketa, terlebih jika terjadi perbedaan 

pemahaman, niat tidak baik dari salah satu pihak, atau tidak adanya saksi atau 

bukti konkret lain yang mendukung5. 

Keabsahan kesepakatan lisan menjadi titik krusial dalam praktik hukum 

perdata, khususnya dalam konteks pembuktian di hadapan pengadilan6. 

Meskipun hukum tidak melarang perjanjian secara lisan, permasalahan timbul 

ketika terjadi sengketa, di mana pembuktian menjadi sangat sulit apabila 

hanya bertumpu pada pernyataan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti lain 

seperti saksi, dokumen elektronik, atau bukti transfer keuangan. Dalam 

konteks ini, kekuatan mengikat suatu kesepakatan lisan seringkali 

dipertanyakan dan menimbulkan perdebatan yuridis. 

Salah satu kasus konkret yang menunjukkan persoalan hukum dalam 

kesepakatan lisan adalah perkara yang teregister di Pengadilan Negeri 

Bengkulu dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Bgl. Dalam perkara ini, Pada 

awal tahun 2024, Penggugat (Dinmar) dan Tergugat (Fachrulsyah) sepakat 

secara lisan untuk melakukan jual beli atas usaha CV. FITZA MANDIRI yang 

mengelola tempat hiburan Casablanca Club di Bengkulu, dengan nilai 

transaksi sebesar Rp5.700.000.000. Sebagai bentuk keseriusan, Penggugat 

telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp500.000.000 yang ditransfer ke 

rekening Tergugat. 

Namun, dalam prosesnya, Tergugat tidak memberikan kelengkapan 

dokumen yang diminta Penggugat untuk keperluan due diligence. Meski 
 

5 H.S, Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 
hlm. 21. 
6 Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 17. 
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demikian, Penggugat tetap berinisiatif menyusun PPJB (Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli). Namun pada Juni 2024, Tergugat secara sepihak 

menolak melanjutkan kesepakatan dan justru diduga menjual perusahaan 

tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. 

Penggugat kemudian melayangkan somasi, tetapi tidak diindahkan oleh 

Tergugat. Karena tidak ada penyelesaian, Penggugat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri Bengkulu. 

Dalam persidangan, salah satu fokus utamanya adalah menilai 

keberadaan dan kekuatan hukum dari kesepakatan lisan tersebut. Penggugat 

mengklaim bahwa telah terjadi perjanjian jual beli secara sah dan bahkan 

telah menyerahkan sebagian uang sebagai pembayaran, sedangkan Tergugat 

beralasan bahwa kesepakatan tersebut batal karena pihak Penggugat dianggap 

tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sisa pembayaran. Situasi 

ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan yang tidak disertai dokumentasi atau 

saksi yang kuat akan menjadi rumit untuk dibuktikan, meskipun dalam 

praktiknya tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur 

perjanjian. 

Permasalahan yang muncul dalam perkara ini menggarisbawahi 

pentingnya telaah hukum terhadap validitas dan akibat hukum dari 

kesepakatan yang dilakukan secara lisan, khususnya dalam perspektif 

wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Melalui 

putusan ini, dapat ditelaah bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, 

termasuk bukti transfer, kwitansi, dan saksi, dalam menilai keberadaan serta 
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kekuatan mengikat dari suatu perjanjian lisan. Selain itu, studi ini juga 

penting untuk memberikan kontribusi terhadap praktik perjanjian dalam 

masyarakat agar lebih hati-hati dan memiliki dasar hukum yang kuat, 

terutama dalam perjanjian yang bernilai ekonomi besar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan 

menganalisis permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah hukum dengan 

judul “Analisis Yuridis Terhadap Kesepakatan yang Dibuat Secara Lisan 

(Studi Kasus: Putusan No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji kesahihan kesepakatan lisan dari sudut pandang hukum 

perdata, menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta 

memberikan gambaran mengenai pentingnya pembuktian dalam gugatan 

wanprestasi yang berangkat dari perjanjian yang tidak tertulis. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keabsahan hukum dan kekuatan pembuktian dari kesepakatan 

yang dibuat secara lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi dalam 

kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No. 

42/Pdt.G/2024/PN Bgl, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dirugikan?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hukum dan kekuatan 

pembuktian dari kesepakatan yang dibuat secara lisan menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 
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2. Untuk mengetahui dan analisis yuridis terhadap tindakan wanprestasi 

dalam kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan 

No. 42/Pdt.G/2024/PN Bgl, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dirugikan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal pemahaman 

mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang 

dibuat secara lisan. Melalui kajian yuridis terhadap kasus konkret, 

penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai wanprestasi 

dalam perjanjian lisan serta menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa 

hukum, dan peneliti lainnya dalam melakukan kajian serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat dalam memahami risiko dan implikasi hukum dari perjanjian 

yang dibuat tanpa bentuk tertulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran bagi praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, 

dan notaris dalam menilai alat bukti dalam perkara yang berangkat dari 

kesepakatan lisan. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong kesadaran 

masyarakat untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam membuat 

perjanjian, terutama yang menyangkut nilai ekonomi besar, agar dapat 

dilindungi secara hukum secara lebih optimal. 


